BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA YANG TIDAK
TERCANTUM PADA AKAD MUSHARAKAH DI KSPPS HARAPAN

UMMAT SIDOARJO

Analisis Penerapan Denda pada Akad Musharakah di KSPPS BMT Harapan
Ummat Sidoarjo

Aktifitas Lembaga Keuangan Syariah adalah menghimpun dan
menyalurkan dana di masyarakat. Ada berbagai macam produk dari Lembaga
Keuangan Syariah dalam melakukan aktifitasnya yaitu, murabahah, ijarah
multijasa, kerjasama musharakah atau mudharabah. Produk-produk tersebut
menggunakan sistem pembiayaan dengan keuntungan bagi hasil atau sesuai
kesepakatan tanpa terus bertambah margin keuntungannya.

Pemberlakuan denda di Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan,
hanya bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, sesuai
dengan Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas
nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Denda tersebut
diberlakukan supaya nasabah disiplin dalam membayar angsuran pembayaran
cicilan pembiayaan.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Harapan Ummat
Sidoarjo juga demikian, agar nasabah tidak meremehkan pembayaran

angsuran, BMT Harapan Ummat Sidoarjo menerapkan sanksi denda bagi
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nasabah yang terlambat membayar angsuran dengan membayar infaq
minimal Rp. 5.000.,-. Produk yang paling sering dipakai oleh nasabah BMT
Harapan Ummat adalah pembiayaan musharakah.

Pembiayaan musharakah adalah pembiyaan kerjasama bagi hasil
antara pihak BMT dengan nasabah untuk keperluan usaha, minimal usaha
sudah berjalan dua tahun agar bisa mendapatkan pembiayaan musharakah di
BMT Harapan Ummat Sidoarjo. Sebenarnya dalam melaksanakan
kegiatannya BMT Harapan Ummat tidak mengenal denda. Namun, karena
nasabah sering terjadi keterlambatan, dan meremehkan keterlambatan
tersebut, akhirnya pihak BMT memberikan denda dengan cara meminta
infaq kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran.

Cara yang digunakan pihak BMT Harapan Ummat untuk
mendisiplinkan nasabahnya adalah dengan memberikan denda ketika ada
keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran, namun ketentuan tentang
denda tersebut tidak ada di akad musharakah yang telah disepakati, tidak ada
penjelasan mengenai terlambat membayar akan terkena denda dengan
membayar infaq, pihak BMT langsung memberikan infaq bagi nasabah yang
terlambat membayar angsuran.

Kejadian seperti ini dirasa merugikan nasabah, karena penarikan
biaya tersebut tidak ada di dalam akad yang sudah disepakati, nasabah tidak
mengatahui kalau terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda
dengan berinfaq. Keterlambatan ini dikarenakan beberapa sebab, ada yang

disebabkan memang terkendala keuangannya, ada juga yang memang
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sengaja untuk terlambat membayar dan ada juga yang karena pihak BMT
Harapan Ummat yang lupa menagih nasabah. Denda yang tidak tercantum
pada akad musharakah dirasa tindakan yang tidak ada dasarnya pada
perjanjian yang dibuat dan disepakati.

Disamping itu, pihak BMT Harapan Ummat juga merasa rugi jika
nasabah terlambat membayar angsuran, maka dari itu mereka menerapkan
denda berupa infaq, bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah. Besaran infaq
yang dilakukanpun tidak begitu besar, denda tersebut minimal Rp. 5000.,-
dan nasabah bebas memilih besaran uang untuk infaq dikarenakan terlambat
membayar angsuran.

Tindakan seperti itu tidak dibenarkan menurut akad yang sudah
disepakati, antara pihak BMT Harapan Ummat dengan nasabah, tidak ada
ketentuan jika terlambat membayar maka akan dikenai denda berupa infaq,
pihak BMT Harapan Ummat tidak mempunyai hak untuk memberikan denda
karena terlambat membayar angsuran, karena di awal akad tidak ada
kesepakatan seperti itu. Tindakan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya
akad yaitu kesepakatan sehingga membuat akad menjadi tidak sah.

Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi
atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, besaran denda
ditentukan di awal akad oleh kedua belah pihak, karena tujuannya adalah
pendisiplinan nasabah dan yang boleh dikenakan denda adalah nasabah yang

sebenarnya mampu namun menunda-nunda pembayaran. Nasabah yang tidak
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atau belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh
dikenakan sanksi.

Prakteknya KSPPS BMT Harapan Ummat menerapkan tidak
menentukan besaran denda di awal akad sementara denda diberikan kepada
semua nasabah yang terlambat satu hari dari jatuh tempo pembayaran, hal
tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000
tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
Fatwa tersebut menjelaskan bahwa besaran denda ditentukan pada awal akad
oleh kedua belah pihak, pemberian denda hanya kepada nasabah yang
mampu namun menunda pembayaran dengan disengaja, bagi nasabah yang
tidak mampu disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan denda, nasabah
yang tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh
dikenai denda. Sanksi ini bersifat ta’zir yaitu bertujuan untuk
mendisiplinkan nasabah dalam melakukan kewajibannya. Dana dari hasil

denda tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial'.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda yang Tidak Tercantum pada Akad
Musyarakah di KSPPS Harapan Ummat Sidoarjo
1. Analisis dari Segi akad Musharakah
Dari segi akad pembiayaan musharakah di BMT Harapan Ummat
tersebut menurut penulis sudah sah karena kedua belah pihak sudah

melakukan ijab kabul pada awal perjanjian kerjasama bagi hasil itu. Akad

! Lihat Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran.
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pberembiayaan musharakah yang diterapkan di KSPPS BMT Harapan
Ummat adalah tergolong musharakah ‘inan, karena antara dua orang atau
lebih dengan cara masing-masing menyertakan modalnya dan bersama
dalam usaha.? Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian
sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi
masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil
tidak harus sama sesuai dengan kesepakatan mereka.?

Prakteknya memang demikian, pembagian keuntungan antara
pihak nasabah dan BMT yaitu 60% pihak BMT dan 40% untuk pihak
nasabah. Modal yang disertkan juga tidak sama, pihak nasabah sudah
menjalankan usahanya selama 2 tahun, lalu ditambahkan modal dari
pihak BMT sesuai dengan kesepakatan. Porsi dalam menjalankan
musharakah juga berbeda, pihak BMT hanya sebatas memantau usaha
nasabah, serta memberikan saran jika diperlukan, sedangkan nasabah
melaksanakan usaha tersebut.

Rukun dan Syarat-syarat dari musharakah juga sudah terpenuhi,
orang yang berakad, mempunyai keahlian baik dari pihak nsabah yang
melakukan usaha, maupun pihak BMT yang mengawasi usaha tersebut,
modal yang menjadi transaksi kerjasama diketahui, ada pada saat

transaksi, yang di mana hal tersebut sesuai dengan kesepakatan.

2 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 247
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, Cet.
111, 2009), 92.
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Pembagian keuntungan jelas, di mana pihak BMT 60% dari hasil usaha
sedangkan pihak nasabah 40% dari keuntungan.

Namun dalam perjalananya perjajian tersebut rusak ketika terjadi
keterlambatan pembayaran angsuran dari pihak nasabah, karena ketika
pihak nasabah tersebut melakukan keterlambatan dalam pembayaran
angsuran secara langsung pihak BMT akan memberikan denda berupa
infaq padahal di dalam akad tidak ada ketentuan tentang pemberian
denda ketika terlambat membayar angsuran. Kejadian tersebut tidak
memenuhi syarat sahnya akad yaitu kesepakatan sehingga membuat akad
tersebut menjadi tidak sah.

Perjanjian kerjasama bagi hasil yang berlangsung adalah persoalan
yang berdasarkan kerelaan. Diperlukan adanya saling rela, kerelaan pada
pihak-pihak dalam perjanjian, kalau di dalam perjanjian kerjasama itu
terdapat unsur paksaan, maka perjanjian itu tidak sah. Ketentuan ini

sejalan dengan bunyi Surat An-Nijsa’ayat 29:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu”.*

* Departemen Agama RI, A/-Qur’an Dan Terjemahannya, 105
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Karena itu syaratnya akad menetapkan, ketika terjadi akad
hendaknya apapun yang hendak dilakukan diucapkan di awal akad.
Namun dalam kasus ini denda yang tidak tercantum pada akad
musharakah, dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan terlebih dahulu
antara pihak BMT dengan pihak nasabah, hanya ketika pihak nasabah
terlambat membayar angsuran dari batas waktu pembayaran, pihak BMT
langsung memberikan denda kepada nasabah yaitu berupa infaq yang
seharusnya ketika ada perjanjian kerjasama bagi hasil harus dengan ijab
kabul di awal akad.

Dari kasus yang terjadi pada perjanjian di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa ada tindakan tanpa persetujuan kedua belah pihak
yang telah menciderai salah satu syarat dalam hal perjanjian atau akad
yaitu kesepakatan schingga membuat akad menjadi tidak sah.
Seharusnya dalam transaksi tersebut harus juga diatur sejak awal
bagaimana ketika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran, agar
tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Analisis dari Segi Denda

Denda yang diterapkan dalam aktifitas BMT Harapan Ummat
adalah hukuman fa’zir dengan tujuan untuk mendisiplinkan nasabah
dalam mengangsur pembayaran tetapi hukuman tersebut tidak boleh
melebihi batas agar tidak mendzalimi si pelaku, sehingga tercapai
tujuannya yakni pencegahan atau pendisiplinan. Denda bagi nasabah yang

terlambat membayar angsuran bisa termasuk A/-ta’zir Ili al-maslahah al-
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‘ammah (ta’zir untuk kemaslahatan umum) dengan bentuk hukuman
pengambilan sebagian harta bagi yang melanggar (denda).

Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang
sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, denda
boleh diberlakukan namun bukan kepada semua nasabah yang terlambat,
namun hanya kepada nasabah yang sebenarnya mampu membayar namun
menunda-nunda pembayaran. Besaran sanksi denda ditentukan pada awal
pembuatan akad. Dana dari hasil denda tersebut diperuntukkan sebagai
dana sosial®.

Prakteknya tidak demikian, BMT harapan Ummat menerapkan
denda tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan nasabah, tidak ada seleksi
bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran, semua nasabah yang
terlambat membayar angsuran terkena denda berupa infaq. Berikut
nasabah-nasabah yang terlambat membayar angsuran di KSPPS BMT
Harapan Ummat sidoarjo:

Pak Wadiono sempat mengalami kendala dalam pembayaran
cicilan musharakah. Pak Wadiono beralasan sepinya jualan beliau ketika
itu, tidak ada niatan untuk tidak membayar angsuran, ataupun terlambat
membayar, beliau juga mengaku tidak mengetahui jika terlambat akan
terkena denda. Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.

Pak Wadiono tidak harus terkena denda yang diberlakukan oleh pihak

5 Lihat Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran.
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BMT, karena memang pada saat itu keadaan usaha beliau masih sepi dan
beliau tidak berniat untuk tidak membayar,

Ibu Cholifah sempat terlambat membayar cicilan pembiayaan
musharakah, karena beliau pada waktu itu sedang ada acara keluarga di
luar kota, dan beliau memang sengaja terlambat membayar angsuran.
Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000, beliau boleh
dikenakan denda, karena sengaja terlambat membayar, padahal beliau
mampu membayarnya

Nasabah selanjutnya yang terkena denda adalah Pak Parmi, pak
parmi terlambat membayar angsuran karena lupa untuk membayar, dan
pihak BMT yang biasanya menagih juga tidak menagih. Menurut Fatwa
DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000, beliau tidak seharusnya terkena
denda, karena beliau lupa, dan pihak BMT tidak menghubungi ataupun
menagihnya.

Dari kasus yang terjadi, penerapan denda di BMT Harapan ummat
tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang
sanksi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran, dikarenakan
denda tersebut tidak ditentukan di awal akad, tidak ada seleksi pada
nasabah yang terlambat membayar angsuran. Seharusnya pihak BMT
menjelaskan mengenai denda juga besarannya denda tersebut di awal
akad, dan menyeleksi nasabah yang akan dikenakan denda, sebab tidak

semua nasabah boleh dikenakan sanksi denda.



